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Jakarta, 13 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada 

Rabu (20/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi 

dengan nomor perkara 80/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 

dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat 

(2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD. 

 

Pada sidang sebelumnya (20/12), Machfud Sidik selaku Ahli dari pihak Pemerintah menyatakan 

menolak permohonan pengujian Pemohon dan menyatakan pasal a quo tidak bertentangan dengan 

UUD 1945.  Sedangkan Ikhwanussofa selaku Saksi dari Pihak Pemerintah mengharapkan Pemerintah 

Daerah tetap dapat memungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri. Pungutan PPJ menjadi salah satu sumber PAD yang hasilnya dapat digunakan 

untuk kelangsungan pembangunan di daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana penerangan 

jalan di daerah, serta sebagai  sumber pendanaan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana 

infrastruktur sebagai dampak negatif akibat beroperasinya mesin penghasil energi listrik yang dimiliki 

oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga listrik atas hasil produksi listriknya sendiri. 

 

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), 

Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum 

yang adil atau setidaknya, ketentuan tesebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara 

bersyarat  bila tidak dimaknai bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hanya dikenakan pada tenaga 

listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.  
(Sri P./ Annisa L./MHM) 
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